LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 50 TAHUN 2003 SERI B
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 27 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

bahwa Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah yang kaya
dengan keanekaragaman potensi daerahnya, untuk itu perlu digali dan
dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan dan memenuhi tuntutan
kebutuhan masyarakat;

bahwa untuk meningkatkan dan  memenuhi tuntutan kebutuhan
masyarakat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah
Daerah menyediakan dan menjual produksi usaha daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b
di atas, maka perlu diatur retribusi penjualan produksi usaha daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
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Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3932);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139);

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang
Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun
2000 Nomor 65 Seri D.42);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang
Pembentukan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D.5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun
2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 17 Seri.D.11);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang (Lembaran
Daerah Tahun 2001 Nomor 78 Seri D.75) sebagaimana telah diubah dengan
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Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2002 (Lembaran
Daerah Tahun 2002 Nomor 17 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 79 Seri D.76);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 43 Tahun 2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Radio Daerah pada
Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah
Tahun 2001 Nomor 118 Seri D.115);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 — 2008
(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 39 Seri D.38);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.

3. Bupati adalah Bupati Sumedang.

4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang.
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Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Sumedang.

Radio Siaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RSPD adalah Radio Siaran
Pemerintah Daerah milik Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Usaha Daerah adalah usaha menyediakan dan menjual produk daerah antara lain : bibit
dan benih tanaman pangan, bibit dan benih kehutanan dan perkebunan, bibit ternak, hasil
produksi ternak, bibit dan benih ikan, iklan dan pengumuman.

Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio
atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau
mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi
konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.

Siaran lklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan
melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan
dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya
kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku
sesuai dengan pesan iklan tersebut.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran atas penjualan Produksi
Usaha Daerah.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis,
lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan-badan lainnya.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk
pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh
wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang
terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
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Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat
ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah
surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang
apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula
belum lengkap.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah
kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang
masih harus dibayar;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi
karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada yang terutang atau tidak seharusnya
terutang;

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;

Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi yang selanjutnya disingkat SPMKR adalah
surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah
kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya
terutang;

Petugas adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah
data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, pembinaan kepatuhan
pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang
terjadi serta menemukan tersangkanya.

Sanksi adalah ancaman hukuman, reaksi atau akibat hukum atas pelanggaran terhadap
Peraturan Daerah baik yang dilakukan oleh petugas maupun masyarakat.



BAB Il
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

(1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas setiap penjualan hasil produksi usaha daerah.

(2) Objek retribusi adalah penjualan produksi usaha daerah antara lain :
Bibit dan benih tanaman pangan dan holtikultura;

Bibit dan benih tanaman perkebuman dan kehutanan;

Bibit Ternak;

Hasil produksi ternak;

Bibit dan benih ikan;

Iklan niaga dan iklan layanan masyarakat;
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(3) Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha
daerah.
BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 3

Retribusi penjualan produksi usaha daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 4

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan volume hasil produksi yang dijual/dimanfaatkan.



BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan
untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh
pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 6
(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, ukuran hasil produksi yang dijual.
(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan harga pasar di wilayah daerah atau sekitarnya.

(3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah
pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang
meliputi:

a. Unsur biaya per satuan penyedia jasa;
b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa,;

(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a pasal ini meliputi:

a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai
tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya
listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan
penyedia jasa;

b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang
mendukung penyedia jasa;

c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva lainnya yang berjangka
menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah
dan bangunan serta penyusutan asset;

d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyedia jasa, seperti bunga atas
pinjaman jangka pendek.



()

(6)

Keuntungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf b pasal ini, ditetapkan dalam
presentase tertentu dari biaya total biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) pasal ini dan
dari modal.
Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan
lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi terutang di pungut di wilayah daerah tempat penjualan produksi daerah dilakukan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

1)

@)

1)

Pasal 9

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau
Dokumen lain yang dipersamakan.

Bentuk dan isi SKRD dan Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 10

Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai
waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
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Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan
retribusi daerah tersebut harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pasal 11
Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

Bupati dapat memberikan izin kepada subjek retribusi untuk mengangsur retribusi yang
terhutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 12

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini,
diberikan tanda bukti pembayaran.

Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1) dan Ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13
Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender

sejak jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka 7 (tujuh) hari kalender tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang
sejenis diterima, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati.

BAB XI

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14



(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
(2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.
BAB Xl

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

(1) Subjek retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk
memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

(2)  Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, kelebihan
pembayaran retribusi dapat diperhitungkan kembali.

Pasal 16

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua)
bulan sejak diterimanya permohonan.

(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini
dikembalikan kepada subyek retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKRDLB.

Pasal 17

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini, dilakukan
dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).

(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini, diterbitkan
bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.
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BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar,
dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang
terutang atau kurang dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XIV

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 19
(1) Hak untuk melaksanakan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3
(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan
tindak pidana di bidang retribusi.
(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini tertangguh
apabila :
a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20
(1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana
paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
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2 Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 21



(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap
pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi
daerah;

C. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan
dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana dibidang retribusi daerah ;

e. Melakukan  penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, catatan dan
dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
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f.  Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
dibidang retribusi daerah ;
g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas ;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
I. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
J. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan



(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
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Pasal 23
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 15 Desember 2003

BUPATI SUMEDANG,
Cap/Ttd.
DON MURDONO, S.H., M.Si.

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 31 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. R. H. DUDIN SA’DUDIN, M.Si.
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